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i 

Ikhtisar 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdiri di atas hukum 

yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat 

bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari 

pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi 

warga negara yang baik. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang 

mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan dalam 

ide dasar negara hukum yang terkandung dalam konstitusi. Salah satu konsekuensi 

dari negara hukum dan merupakan perwujudan dari keadilan hukum adalah 

penerapan prinsip atau asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di 

hadapan hukum adalah merupakan suatu konsep dasar dalam proses penegakan 

hukum yang diatur dalam konstitusi. 

Di Indonesia, banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran 

kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik, salah satunya adalah 

penjambretan. Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dimana 

perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain 

yang sedang dipakai atau dibawa). Pada dasarnya jambret merupakan salah satu 

bagian dari bentuk pencurian dengan kekerasaan yang bukan hanya 

mengakibatkan kerugian materil tetapi juga mengakibatkan luka atau bahkan dapat 

mengakibatkan hilangnya nyawa korban.  

Korban dari tindak pidana atau perbuatan pidana tentu membutuhkan 

perlindungan hukum akibat dari kerugian yang dialaminya baik materil maupun 

immaterial untuk memulihkan keadaannya serta sembuh dari berbagai akibat yang 

ditimbulkan. 

 

 

Kata kunci : Perlindungan hukum, korban, dan tindak pidana penjambretan
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